KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

a  bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah yang
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
Persetujuan bersama;

b  bahwa Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di ajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019

Mengingat

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10

1"

12

13

14

15

16

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 ),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nemor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938 );

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 138,
Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Beriota
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2019;



Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Pendapatan
Belanja
Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp 887.058.429.092,00
Rp 903.522.055.135,00
Rp =
Rp 20.463.626.043,00

4.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah Rp 21.552.510.104,00
Dana Perimbangan Rp 707.925.362.436,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 157.580.556.552,00
JUMLAH Rp 887.058.429.092,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 a terdiri dari :
Pendapatan Pajak Daerah Rp 2.465.864.000,00
Hasil Retribusi Daerah Rp 4.172.460.388,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 3.591.138.519,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 11.323.047.197,00

JUMLAH Rp 21.552.510.104,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
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Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

JUMLAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagimana dimaksud pada ayat 1 c terdiri dari :

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan keuangan Dari provinsi atau Pemerintah daerah Lainya

JUMLAH
Pasal 2
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
JUMLAH

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 ayat (1) a terdiri dari :
Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga

JUMLAH
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
JUMLAH
Pasal 3

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

74.205.294.940,00
471.019.248.000,00
116.371.441.496,00
46.329.378.000,00

707.925.362.436,00

15.092.221.440,00
16.920.040.112,00
124.568.295.000,00
1.000.000.000,00
157.580.556.552,00

404.163.879.843,00
499.358.175.292,00
903.522.055.135,00

201.099.900.869,99
12.626.400.000,00
9.000.000.000,00
179.237.578.973,01
2.200.000.000,00
404.163.879.843,00

41.442.307.000,00
261.235.243.366,00
196.680.624.926,00
499.358.175.292,00

20.463.626.043,00
4.000.000.000,00
16.463.626.043,00
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Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 a terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa) Rp

20,463,626,043.00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp

4,000,000,000.00

Pasal 4

Bupati Konawe Utara Menetapkan Rancangan Peraturan daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai
Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :
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Lampiran |
Lampiran lI
Lampiran llI
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran Xl
Lampiran Xl
Lampiran XlI|

Ringkasan Perubahan APBD;
Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,belanja dan pembiayaan,

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;,

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;

Daftar Rekapitulasi Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;



Pasal 6

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 2 Oktober 2019

PATI KONAWE UTARA

'd

H. RUKSAMIN A

Diundangkan di : Wanggudu,
Pada tanggal : 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH A

H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 1 09



